
B U P A T I  B E N G K A L I S  
PROVINS! RIAU 

PERATURAN BUPATI BENGKALIS 
NOMOR 21  TAHUN 2025 

TENT ANG 

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

BUPATI BENGKALIS, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan 
Daerah yang memperhatikan kemampuan masyarakat dan 
digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1 )  Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 108 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

c. bahwa pemberian pengurangan Pokok PBB-P2 merupakan salah 
satu upaya dan langkah strategis Pemerintah Kabupaten 
Bengkalis untuk meningkatkan dan memaksimalkan penagihan 
piutang PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan asli 
daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis 
Tahun 2025; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 
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